
                                                                               28 Des 2010 

RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR  29 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

Menimbang : a. bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan pokok 
setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta 
merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas 
penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik dalam proses 
penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah; 

b. bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan 
dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah 
sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Barat tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi 
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4  Juli 1950) Jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta 
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004  Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4846); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4761); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 
Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan 
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, 
Tambahan  Lembaran Daerah Nomor 71); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor … Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 
9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 
Nomor ..... Seri ...., Tambahan Lembaran Daerah Nomor ....); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 

2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46); 
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15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah  Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah  Tahun 2009 Nomor 
2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah (RPJM) Daerah  Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 
(Lembaran Daerah  Tahun 2010 Nomor ... Seri ..., Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor ...); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 68); 

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Tahun 2010 
Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah 
Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan  Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 
Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 75); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  

dan  

GUBERNUR JAWA BARAT 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.  

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di 
Jawa Barat. 
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5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah 
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat. 

6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa 
Barat. 

7. Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa 
Barat yang selanjutnya disebut BKPPW adalah Badan Koordinasi 
Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I, II, III, dan IV di 
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.  

8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak 
yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun 
non elektronik. 

9. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat 
berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk 
dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi. 

10. e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk 
meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas 
penyelenggaraan pemerintahan. 

11. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas 
ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, 
konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang 
tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi. 

12. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi 
dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau 
penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang. 

13. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan 
telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi 
dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government. 

14. Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data 
dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur. 

15. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau 
informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan 
kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data 
atau informasi yang diperlukan.  

16. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang 
menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa 
melakukan resource sharing.  

17. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya 
perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang 
saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di 
akses secara bersama.  

18. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan 
konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan 
infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau 
pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan 
kemanfaatan infrastruktur Informatika. 
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19. Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya 
disebut Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan 
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sebagai 
Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). 

20. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (Electronic Procurement) 
adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang 
pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis 
web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi 
dan komunikasi tentang pengadaan barang/jasa secara eletronik. 

21. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, 
layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan 
layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. 

22. Penyelenggaraan Jasa Titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk 
menerima, membawa dan/atau menyampaikan surat pos jenis 
tertentu  berupa barang cetakan, surat kabar, sekogram, dan 
bungkusan kecil paket dan uang dari pengirim kepada penerima 
dengan memungut biaya. 

23. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau 
penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, 
isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, 
optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 

24. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan 
pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan 
terselenggaranya telekomunikasi. 

25. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan 
telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya 
khusus. 

26. Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana 
pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di 
antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui 
udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara 
serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat 
penerima siaran. 

27. Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar 
pandang, yang menyalurkan gagasan, informasi, pendidikan dan 
hiburan dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik 
terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan 
berkesinambungan. 

28. Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan 
Pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, untuk 
mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Daerah, 
khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik 
dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai 
bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan 
informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.  

29. Laman Daring (Website) adalah kumpulan dari halaman-halaman 
situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan 
tempatnya berada di dalam world wide web (www) di internet. 
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